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       Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh kepemilikkan keluarga, 
koneksi politik, reformasi perpajakan dan pertumbuhan penjualan terhadap 
penghindaran pajak (Tax Avoidance). 
        Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Populasi sebesar 67 
perusahaan pada sektor energi , dengan teknik pengambilan sampel Aksidental 
sampling. Dari metode tersebut diperoleh sampel sebesar 45 perusahaan. 
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis regresi linear 
berganda dengan program SPSS. 
       Hasil panalitian ini manunjukkan bahwa variabal kapamilikkan kaluarga, 
konaksi politik, dan raformasi parpajakan tidak barpangaruh tarhadap 
panghindaran pajak (Tax Avoidanca). Sadangkan partumbuhan panjualan 
(salas ghowth) barpangaruh tarhadap panghindaran pajak (Tax Avoidanca). 
Kata kunci : Kepemilikkan Keluarga, Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan, 










This study aims to examine the effect of family ownership, political connections, 
tax reform and sales growth on tax avoidance. 
          This type of research uses quantitative methods. The data used in this 
research is secondary data. The population is 67 companies in the energy sector, 
with accidental sampling technique. From this method obtained a sample of 45 
companies. The analysis used in this research is in the form of multiple linear 
regression analysis with SPSS program. 
         The results of this research show that the variables of family ownership, 
political relations, and taxation reform have no effect on tax avoidance. While 
sales growth has an effect on tax avoidance. 
Keywords: Family Ownership, Political Connections, Tax Reform, Sales Growth 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pembangunan nasional adalah suatu pembangunan yang dilakukan secara 
berkelanjutan dan berkesinambungan dengan  tujuan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Supaya bisa mewujudkan tujuan tersebut, maka negara harus bisa 
mendapatkan sumber dana dari dalam negeri, salah satunya berupa pendapatan 
pajak. Pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung. Tetapi  dalam memaksimalkan pendapatan dari pajak tidak terlepas dari 
berbagai macam  kendala, apalagi pemungutan pajak di Indonesia menggunakan 
Self Asesment System, yang mana sebagai wajib pajak memperoleh kebebasan 
penuh dalam   menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri kepada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal ini menyebabkan wajib pajak akan 
mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin antara lain melakukan 
praktek penghindaran pajak. (Oktamawati, 2017) 
Banyak  perusahaan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan 
beban, karena sumber pajak merupakan perubahan dari sektor perusahaan atau 
bisnis ke sektor pemerintah atau publik yang dapat mempengaruhi ketaatan wajib 
pajak menurun. Perbedaan kepentingan tersebut membuat wajib pajak lebih 





maupun dengan cara ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan tax 
avoidance sedangkan secara ilegal disebut tax evasion (Oktamawati, 2017) 
Laporan Global Financial Integrity (GFI) menyatakan bahwa selama tahun 
2004  hingga 2013, dana ilegal yang keluar dari Indonesia mencapai 180,71 miliar 
dollar AS atau sama dengan Rp 2.100 triliun. Indonesia merupakan negara 
terbesar kesembilan di dunia dengan penghindaran pajaknya. Indonesia hanya 
kalah dari China, Rusia, Meksiko, Malaysia, India, Brazil, Afrika selatan dan 
Thailand. Diduga di Indonesia setiap tahun terjadi penghindaran pajak Rp 110 
triliun. Sebagaian besar dilakukan oleh badan usaha, sekitar 80%, sisanya 
dilakukan oleh perorangan. Menurut hasil penelitian perkumpulan prakarsa, yang 
dipaparkan beberapa waktu  yang lalu, dalam kurun waktu 2010-2014, akumulasi 
aliran dana gelap dari Indonesia ke luar negeri mencapai angka Rp 914 triliun. 
Jumlah tersebut sama dengan 45% pertambahan jumlah uang yang beredar dalam 
periode yang sama di Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 2.032 triliun 
(Permatasari, 2019). 
Banyak perusahaan yang melakukan praktek penghindaran pajak di 
Indonesia, berdasarkan data pajak yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 
2012 ada 4.000 perusahaan yang memberikan laporan nihil nilai pajaknya, 
perusahaan tersebut diketahui ada yang mengalami kerugian bahkan sampai 7 
tahun berturut-turut (Prakoso, 2018). 
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginvestigasi dugaan 
penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan perusahaan batu bara PT 





berada di Singapura. Adaro diduga melarikan pendapatan dan labanya ke luar 
negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah 
Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara 
dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services 
International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global 
Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya 
dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Di samping itu, 
Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan 
Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (Friana, 
2019) 
Faktor penyebab adanya praktek tax avoidance diidentifikasikan oleh 
beberapa hal. Salah satunya adalah Kepemilikan Keluarga. Suatu perusahaan 
dapat dikatakan sebagai perusahaan keluarga apabila pendiri dan/atau anggota 
keluarga pendiri memegang posisi di manajemen puncak, dewan direksi, dan 
memiliki kepemilikan di atas 20%.   
Selain itu faktor penyebabnya adalah koneksi politik. Perusahaan 
berkoneksi politikadalah perusahaan yang dengan cara tertentu mempunyai ikatan 
secara politik atau mengusahakan adanya relasi atau hubungan dengan politisi 
atau pemerintah. Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat 
berharga bagi banyak perusahaan (Fadila et.al., 2017).  
Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi tax avoidance adalah revormasi 
pajak. Revormasi pajak dapat diartikan juga sebagai kebutuhan akan regulasi 





progresif, tetapi tidak tampak adanya upaya perubahan jaminan manfaat bagi 
wajib pajak dari pembayaran pajaknya 
Selain itu faktor penyebabnya adalah Sales growth menunjukkan sebuah 
kesuksesan investasi periode masa lalu dan bisa dipakai untuk memprediksi 
pertumbuhan pada masa yang akan datang. semakin meningkat pertumbuhan 
perusahaan dapat memungkinkan akan lebih meningkatkan kapasitas operasi 
perusahaan dan sebaliknya pula apabila pertumbuhannya menurun perusahaan 
akan menemui sebuah hambatan dalam rangka meningkatkan kapasitas 
operasinya. Perusahaan membutuhkan dana supaya dapat meningkatkan kapasitas 
operasi perusahaan, semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka kapasitas 
operasi perusahaan akan bertambah besar dan dapat berpengaruh terhadap 
penghindaran pajak (Ayu & Kartika, 2018) 
Berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 
penelitian ini bermaksud untuk mengetahui kinerja peusahaan yang tergabung 
dalam sektor energy di BEI tahun 2017-2021 yang dilihat dari segi tax avoidance. 
Oleh karena itu penulis tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian 
dengan judul “PENGARUH KEPEMILIKAN KELUARGA, KONEKSI 
POLITIK, REFORMASI PERPAJAKAN DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN 
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI BURSA EFEK INDONESIA (Studi 








B. Perumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam sektor energy di BEI priode 2017-2021? 
2. Apakah koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam sector energy di BEI Periode 2017 - 2021? 
3. Apakah reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam sektor energy di BEI Periode 2017 - 2021? 
4. Apakah sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam sector energy di BEI Periode 2017 - 2021?  





C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka tujuan 
dalam peneliltian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga positif terhadap tax 
avoidance pada perusahaan yang tergabung dalam sektor energy di BEI 
Periode 2017-2020. 
2. Untuk mengetahui pengaruh koneksi politik negatif terhadap tax avoidance 
pada perusahaan yang tergabung dalam sektor energy di BEI Periode 2017-
2020. 
3. Untuk mengetahui pengaruh reformasi perpajakan negatif independen terhadap 
tax avoidance pada perusahaan yang tergabung dalam sektor energy di BEI 
Periode 2017-2020. 
4. Untuk mengetahui pengaruh sales growth positif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam sektor energy di BEI Periode 2017-2020. 
  
D. Manfaat Penelitian  
1. Manfaat teoritis 
Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 
pengembang ilmu pengetahuan khususnya ilmu perpajakan serta dapat dijadikan 
sebagai referesi atau acuan bagi penelitian sejenis yang membahas tentang 







a. Bagi Universitas 
1) Dapat menembah pengetahuan referensi dalam melakukan penelitian 
yang sama, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasakti Tegal yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai 
faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. 
2) Memberikan kontribusi terhadap perkembangan teori yang berkaitan 
dengan kepemilikan keluarga, koneksi, reformasi perpajakan, sales 
growth dan tax avoidance. 
b. Bagi Peneliti 
1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penghindaran 
pajak serta dapat menerapkan teori dan memperoleh pemahaman 
mengenai kepemilikan keluarga, koneksi, reformasi perpajakan, sales 
growth serta pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). 
2) Menjadi sarana dalam mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh 
selama perkuliahan. 
3) Menambah pengalaman dan intelektual dengan harapan dapat 
meningkatkan kemampuan dalam daya pikir ilmiah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Manajemen Perusahaan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bahwa betapa pentingnya 
pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (tax 





yang tepat dan tidak melanggar peraturan perpajkan dalam menentukan 
besarnya pajak yang harus dibayarkan perushaan kepada negara. 
b. Bagi Investor 
Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, 
sehingga dapat menjadi bahan pertimangan bagi investor dalam membuat 








A. Landasan Teori 
1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
 Teori keagenan mengemukakan hubungan antara principal (pemilik) dan 
agent (manajer) dalam hal pengelolaan perusahaan, principal adalah suatu entitas 
yang mendelegasikan wewenang untuk mengelola perusahaan kepada pihak agent 
(manajemen). Menurut Jensen & Meckling (1976) dalam Hanny & Niandari 
(2018) Teori agensi menyatakan bahwa antara manajemen dan pemilik 
mempunyai kepentingan yang berbeda. Perusahaan yang memisahkan fungsi 
pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Model 
keagenan merancang sebuah sistem yang melib1atkan kedua belah pihak, 
sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik (principal) dan manajemen 
(agent). Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan untilitas 
principal dan dapat memberikan jaminan pada agen untuk menerima reward dari 
hasil aktivitas pengelolaan perusahaan. Perbedaan kepentingan diantara pemilik 
dan manajemen terletak pada memaksimalkan manfaat (utility) pemilik 
(principal) dengan kendala constraint manfaat utility dan insentif yang akan 
diterima oleh manajemen (agent). Kepentingan yang berbeda sering menimbulkan 






Teori agensi adalah model yang digunakan untuk memformulasikan 
permasalahan antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal). Kinerja 
perusahaan yang dicapai pihak menajemen telah diinformasikan kepada pihak 
pemilik (principal) dalam bentuk laporan keuangan. Sistem desentralisasi, 
manajemen mempunyai informasi yang unggul dibandingkan dengan pemilik, 
karena manajemen telah menerima pendelegasian untuk pengambilan 
keputusan/kebijakan perusahaan. Manajemen dapat mengambil kebijakan yang 
berorientasi kepada peningkatan level kompensasinya secara potensial ketika 
pemilik tidak dapat mengontrol secara sempurna aktivitas manejemen. Seluruh 
tindakan telah didelegasikan oleh pemilik (principal) kepada manajer (agent) 
pada model principal agent.  
Penelitian ini mengungkapkan bahwa Perbedaan kepentingan antara 
principal dan agent dapat memengaruhi berbagai kepentingan yang  menyangkut 
kinerja perusahaan salah satunya tentang kebijakan perusahaan terkait dengan 
pajak. Manajer sebagai agen yang mempunyai kepentingan untuk mendpatkan 
kompensasi atau insentif semaksimal mungkin melalui laba yang tinggi atas 
kinerjanya dan pemegang saham ingin memeberikan tekanan terhadap pajak yang 
dibayarkan melalui laba yang rendah. Maka dari itu, tindakan penghindaran pajak 






2. Penghindaran pajak 
Menurut Mardiasmo (2011:1) dalam Purwanti & Sugiyarti (2017) pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas Negara didasari undang-undang (yang dapat 
dipaksakan) dengan tiadak memperoleh jasa timbal balik (kontra prestasi) yang 
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. 
Sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2007, Resmi (2017 : 2) pajak 
merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 
memperoleh imbalan secara langsung dan dipakai untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Menurut Pohan (2013:20) , ada beberapa manfaat yang didapatkan dari 
perencanaan pajak yang dilakukan dengan cara cermat: 
a. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biasa yang bisa 
dikurangi. 
b. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan 
pajak yang matang mampu diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, serta 
menentukan pada saat pembayaran sehingga perusahaan mampu melakukan 
penyusunan anggaran kas lebih akurat. 
Menurut Pohan (2013:21), tax planning / tax management yang baik 
mensyaratkan beberapa hal yaitu: 
a. Sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga rekayasa perpajakan yang 





b. Secara bisnis masuk akal (reasonable) Kewajaran dalam melakukan transaksi 
bisnis seharusnya berpegang kepada praktik perdagangan yang sehat dan 
menggunakan standard arm’s length price atau harga pasar yang wajar, yaitu 
tingkat harga pasar antara penjual dan pembeli yang independen, bebas 
melakukan transaksi. 
c. Didukung dengan bukti-bukti  yang memadai (misalnya kontrak, faktur pajak, 
invoice, PO dan DO) Kebenaran formal dan materil suatu transaksi keuangan 
perusahaan bisa dibuktikan dengan adanya kontrak perjanjian dengan pihak 
ketiga atau purchase order (PO) dari pelanggan, bukti penyerahan barang / jasa 
(delivery order), invoice, faktur pajak sebagai bukti penagihan serta 
pembukuannya (general ledger). 
Dalam tax planning terdapat 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib 
pajak untuk menekan jumlah beban pajaknya (Pohan, 2013:23), yaitu: 
a. Tax avoidance (penghindaran pajak), adalah upaya penghindaran pajak yang 
dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak melanggar 
ketentuan peraturan  perpajakan, metode dan teknik yang dilakukan cenderung 
memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-
undang dan peraturan perpajakan tersebut, supaya dapat memperkecil jumlah 
pajak yang terutang. Berdasarkan penjelasan terkait tax acoidance di atas, 
dapat disimpulkan bahwa tax avoidance adalah sebuah upaya penghindaran 
pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan 





memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan 
perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. 
b. Tax evasion (penyelundupun atau penggelapan pajak), adalah upaya wajib 
pajak dalam menghindari pajak terutang secara ilegal dengan cara 
menyembunyikan keadaan yang sesungguhnya. Cara ini tidak aman bagi wajib 
pajak, karena teknik dan metode yang digunakan tidak sesuai dengan undang-
undang dan peraturan perpajakan. Cara yang dilakukan mempunyai risiko 
tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum / tindak pidana fiskal, 
atau kriminal. Oleh karena itu, tax planner yang baik, cara ini tidak disarankan 
untuk diaplikasikan. Tax evasion adalah kebalikan dari tax avoidance. 
c. Tax saving (penghematan pajak), adalah upaya wajib pajak mengelak utang 
pajaknya dengan cara menahan diri supaya tidak melakukan pembelian produk 
yang terdapat pajak pertambahan nilainya, atau secara sengaja mengurangi jam 
kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukn sehingga penghasilannya menjadi 
kecil dan dengan demikian dapat terhindar dari pengenaan pajak penghasilan 
yang besar. 
Pemerintah di Indonesia telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya 
penghindaran pajak. Salah satunya terkait dengan transfer pricing, yakni tentang 
penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara Wajib 
Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang diatur dalam 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER- 32/PJ/2011 (Budiman dan 





Dari definisi penghindaran pajak tadi menunjukkan bahwa pengindaran 
pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menghemat 
pajak sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang ada. penghidaran pajak 
dihitung dengan rumus, Cash Effective Tax rate (CETR) yaitu, kas yang 
dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Pengukuran ini 
digunakan karena dapat lebih menggambarkan adanya aktivitas penghindaran 
pajak. (Basuki, 2017). 
Rumusnya adalah sebagai berikut : 
 
 
3. Kepemilikan keluarga 
 Kepemilikan keluarga merupakan kepemilikan saham oleh individu 
maupun perusahaan yang bukan publik (Faccio dan Lang, 2002 dalam Kamaliah 
et. al., 2013:5). Sedangkan perusahaan dapat dikatakan dimiliki oleh keluarga 
(family owned) jika keluarga tersebut merupakan controlling shareholders, atau 
mempunyai saham setidaknya 20% dari voting rights dan merupakan pemilik 
saham tertinggi dibandingkan dengan shareholders lainnya (Chakrabarty, 2009 
dalam Kamaliah et. al., 2013:5). Berdasarkan definisi ini, maka perusahaan 
dengan kepemilikan keluarga tidak hanya sebatas pada perusahaan yang 
menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, komisaris atau posisi 
manajemen lainnya. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga merupakan 
mayoritas jenis perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini umumnya dimiliki secara 





mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikian sahamnya terkonsentrasi pada 
keluarga tertentu (Ayub, 2008:13). 
Suatu Perusahaan publik di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak 
berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di 
Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan uang dimiliki 
atau di kontrol oleh keluarga (Claessens et. al., 1999:3). Meskipun perusahaan-
perusahaan tersebut tumbuh dan menjadi perusahaan publik, namun kontrol tetap 
dipegang oleh keluarga dan masih begitu signifikan. 
Pada awalnya, perusahaan keluarga merupakan perusahaan tertutup dan 
mendanai kegiatan usahanya dari modal sendiri dan didukung oleh pinjaman 
pihak luar. Namun seiring dengan perkembangan ekonomi dan pasar modal, 
banyak dari perusahaan yang dikategorikan sebagai family ownership ini 
kemudian menjadi perusahaan terbuka. Dengan menjadi perusahaan terbuka, 
maka rasio dan profit dari perusahaan menjadi terbagi dengan pihak luar. Selain 
itu, perusahaan juga dapat memperoleh lebih banyak dana dan melakukan 
ekspansi usahanya dengan menjadi perusahaan terbuka Ayub, (2008:11). 
Keluarga sebagai pemegang saham mayoritas dapat menggunakan tingkat 
pengendalian yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi pada beban 
yang ditanggung oleh saham minoritas. Perusahaan dengan kepemilikan keluarga, 
kerap terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan 
pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada perusahaan ini 
disebabkan karena pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol yang 





menyatakan bahwa kontrol ini dilakukan melalui struktur piramida dan 
kepemilikan silang (crossholding) di antara beberapa perusahaan. Model ini 
sangat umum terjadi di semua Negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk 
Indonesia. 
4. Koneksi politik 
Koneksi Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan 
dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, 
khususnya dalam negara. Istilah lain disampaikan oleh Sugiyarti (2017), koneksi 
politik merupakan suatu kondisi terjalinnya hubungan antara pihak tertentu 
dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik sehingga dapat 
menguntungkan kedua belah pihak. Literatur ekonomi politik menunjukkan 
bahwa faktor koneksi politik terkait erat dengan kegiatan operasional perusahaan 
dan secara signifikan mempengaruhi pemilihan strategi perusahaan (Faccio, 2006; 
Leuz & Oberholzer- Gee, 2006; Guedhami, dkk., 2014) pada (Pratiwi, 2017).  
Koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti 
kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal dan risiko pemeriksaan pajak 
rendah Purwanti & Sugiyarti (2017). Oleh karena itu memprediksi bahwa siklus 
politik penghindaran pajak terkonsentrasi di antara BUMN, khususnya mereka 
yang terkait erat dengan pemerintah (Chen et al, 2015). Perusahaan yang memiliki 
hubungan politik kemungkinan kecil untuk melakukan penghindaran pajak, 
karena ketika perusahaan dipercaya oleh pemerintah maka perusahaan operasional 
perusahaan akan dipantau oleh pemerintah langsung sehingga perusahaan segan 





Menurut Mulyani Sri, Darminto, (2012) menjelaskan bahwa perusahaan 
dianggap memiliki koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang 
saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total 
saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, 
wakil presiden, ketua atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau 
orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik 
juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah 
pada perusahaan 
5. Reformasi pajak 
Istilah reformasi sudah dipakai sejak dulu sekitar tahun 1950 dan 1960an 
yang berasal dari kata reform yang artinya perubahan institusional yang teratur 
dan berencana, yang dilakukan sesuai  dengan  tata aturan rumah tangga lembaga 
atau badan yang bersangkutan. Mason (1993) menyebutkan bahwa tingkat 
keberhasilan sebuah program reformasi ekonomi itu sangat tergantung pada dua 
hal, yaitu kebijakan pajak mendapat kepercayaan (credibility of policy) dan 
kredibilitas pembuat kebijakan (credibility of  policy makers). 
Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam 
pembiayaan Negara telah dan akan terus ditingkatkan, dengan melakukan 
berbagai evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang telah dikeluarkan. Hal 
tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan 
efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi 
dengan Negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan 





(fairness) dapat tercapai, sehingga tidak hanya berdampak terhadap  peningkatan  
kapasitas fiscal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro. 
Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar disegala aspek 
perpajakan. Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas menyangkut 
modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) 
dengan tujuan tercapainya: pertama, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi. 
Kedua, kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan ketiga, 
produktivitas aparat perpajakan yang tinggi Satriyo (2009) dalam (Angkoso, n.d.). 
Menurut Theruty & Lindrawati (2015)Reformasi perpajakan adalah 
perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang perpajakan yang bertujuan untuk 
meningkatkan angka penerimaan pajak oleh Negara. Di Indonesia, ada beberapa 
pokok perubahan Undang-Undang yang terjadi. Perubahan Undang-Undang 
terjadi sebanyak 4 kali di Indonesia. Mulyani dkk. (2014) menjelaskan perubahan 
yang terjadi dalam Undang-Undang perpa-jakan di Indonesia, antara lain  
1. Periode sebelum reformasi perpajakan, yaitu pada tahun 1950 sampai 
dengan tahun 1982.  
2. Periode reformasi perpajakan keempat, terjadi sejak tahun 2007 hingga 
sekarang.  
3. Periode reformasi perpajakan ketiga, terjadi pada tahun 2000 sampai dengan 
2007.  
4. Periode reformasi perpajakan kedua, terjadi sejak tahun 1994 sampai 





5. Periode reformasi perpajakan pertama. Terjadi pada tahun 1983 sampai 
dengan 1993.  
 
Dengan adanya perubahan (reformasi) dalam Undang-Undang perpajakan, 
maka tiap perusahaan akan mengalami perubahan pula dalam sistem perencanaan 
pajaknya. Reformasi perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
reformasi perpajakan keempat, yaitu UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah 
dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang mulai berlaku 
sejak 1 Januari 2009 hingga sekarang. Hal ini disebabkan karena terjadi 
perubahan tarif Pph badan pada ta-hun 2009 yaitu dari tarif progresif menjadi tarif 
tunggal 28% menurut Theruty & Lindrawati(2015). 
6. Pertumbuhan penjualan 
Aktivitas penjualan adalah pendapatan utama perusahaan, sebab bila 
aktivitas penjualan produk ataupun jasa tidak dikelola secara baik maka secara 
langsung bisa merugikan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena target 
penjualan yang diinginkan tidak tercapai sehingga pendapatan akan berkurang, 
penjualan adalah salah satu sumber pendapatan perusahaan. 
Menurut Kusnadi (2009:19) definisi penjualan merupakan sejumlah uang 
yang dibebankan kepada pembeli atas barang atau jasa yang dijual. Sedangkan 
menurut Soemarso (2009:160) definisi penjualan ialah jumlah yang dibebankan 
kepada pembeli untuk barang dagang yang diserahkan adalah pendapat 
perusahaan yang berkaitan. Menurut (Mulyadi, 2008 : 202) definisi penjualan 
adalah aktivitas yang dilakukan oleh penjual dalam menjual barang atau jasa 





dan penjualan dapat diartikan sebagai pemindahan atau pengalihan hak 
kepemilikan atas barang atau jasa dari pihak penjual ke pihak pembeli. 
Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan merupakan 
persetujuan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli di mana penjual 
menawarkan produk dan pembeli memberikan sejumlah uang sebagai alat tukar 
produk tersebut sesuai harga jual dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh 
kedua belah pihak tersebut. 
 
Keterangan:  
g  = Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan)  
= Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan)  
= Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu) 
B. Studi penelitian terdahulu 
Penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah :  
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
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C. Kerangka Pemikiran Konseptual 
1. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak 
Menurut La Porta et. al., (1998:22) kepemilikan keluarga merupakan 
kepemilikan dari individu dan kepemilikan dari perusahaan tertutup (di atas 5%) 





definisi ini, maka perusahaan dengan kepemilikan keluarga tidak hanya terbatas 
pada perusahaan yang menempatkan anggota keluarganya pada posisi CEO, 
komisaris atau posisi manajemen lainnya. Perusahaan dengan kepemilikan 
keluarga merupakan mayoritas jenis perusahaan di Indonesia. Perusahaan ini 
umumnya dimiliki secara mayoritas oleh keluarga tertentu atau kepemilikian 
sahamnya terkonsentrasi pada keluarga tertentu (Ayub, 2008:13). 
Menurut Morck dan Yeung (2004) dalam Wijayani (2016) perusahaan 
keluarga sebagai perusahaan yang dijalankan oleh keturunan atau warisan dari 
orang-orang yang sudah lebih dulu menjalankan perusahaan tersebut atau keluarga 
yang secara terang-terangan mewariskan kepemilikan perusahaan kepada generasi 
berikutnya. 
Kepramareni et al (2020) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai 
perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang yang 
lebih dulu menjalankan oleh keluarga yang secara terang terang-terangan 
mewariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam perusahaan keluarga, terdapat 
masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang 
saham mayoritas dangan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih kecil 
antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai pemegang 
saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada tax aviodance 
perusahaan.  
2. Pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak 
Purwoto (2011:7) menyatakan bahwa negara Indonesia dan Presiden 





politis (political connection). Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan 
yang dengan cara–cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau 
mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 
2011:7). Koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga 
bagi banyak perusahaan (Fisman, 2001 dalam Leuz and Gee, 2006: 411). 
Faccio (2006:369) menjelaskan bahwa perusahaan dianggap memiliki 
koneksi secara politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar 
(seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak 
suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua 
atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat 
dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari 
ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan 
(Adhikari et al., 2006:538). 
Penelitian ini, dalam menilai ada tidaknya koneksi politik suatu perusahaan 
menggunakan proksi ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah 
pada perusahaan. Pengukuran tersebut konsisten dengan penelitian yang 
dilakukan Adhikari et al., (2006) dan Nugroho (2011). Selain itu, data yang 
tersedia pada laporan keuangan perusahaan adalah kepemilikan saham yang di 
dalamnya berisi gambaran pihak-pihak yang memiliki saham atas perusahaan. 
3. Pengaruh reformasi pajak terhadap penghindaran pajak 
Reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 
pajak dan memiliki koefisien negatif. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan 





menyatakan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap penghindaran pajak. Nugroho (2011) menemukan bahwa reformasi 
perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. 
Reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak karena reformasi 
perpajakan yang terjadi pada tahun 2008 bertujuan menurunkan tarif pajak agar 
dapat menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini 
ditujukan dengan merubah tarif PPh badan dari tarif progresif menjadi tarif 
tunggal Theruty & Lindrawati (2015).  
Ketidakpercayaan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Edaran 
(SE) tentang fokus pemeriksaan nasional pada tahun 2009, 2011 dan 2012. Dapat 
disimpulkan bahwa dengan masuknya industri manufaktur sebagai fokus 
pemeriksaan nasional menunjukkan bahwa masih ada indikasi upaya 
penghindaran pajak dari WP badan industri manufaktur. 
4. Pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak 
Sales growth adalah perubahan penjualan dalam laporan keuangan dari 
tahun ke tahun yang merupakan indikator dari penerimaan pasar dari produk 
maupun jasa perusahaan tersebut yang dapat menggambarkan prospek perusahaan 
dan profitabilitas di masa yang akan datang (Fadjarenie & Anisah, 2016). 
Pertumbuhan penjualan merupakan indikator daya saing dan permintaan 
sebuah perusahaan dalam sebuah industri. Laju partumbuhan penjualan 
perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan tersebut dalam 
mempertahankan laba untuk mendanai kesempatan yang dimiliki pada masa yang 






Menurut (Ryzki & Fuadi, 2019) dengan bertambahnya laba perusahaan 
yang didapatkan dari hasil pertumbuhan penjualan menyebabkan pimpinan 
perusahaan tersebut berusaha memaksimalkan nilai perusahaan, dimana hal 
tersebut merupakan tugas agent terhadap principal dalam teori keagenan.  
Penelitian yang dilakukan oleh Ayu & Kartika (2019), Fadjarenie & Anisah 
(2016), serta Ryzki & Fuadi (2019) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh 
terhadap taxa voidance. Pertumbuhan penjualan sebuah perusahaan dapat 
meyebabkan timbulnya peningkatan investasi terhadap aset perusahaan tersebut 
dan pada akhirnya perusahaan tersebut membutuhkan asupan dana agar dapat 
membeli aset perusahaan. Dengan kata lain pertumbuhan penjualan berpengaruh 

















Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
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D. Perumusan Hipotesis 
Hipotesis merupakan jawaban sementara atas suatu persoalan yang masih perlu 
dibuktikan kebenarannya dan harus bersifat logis, jelas dan dapat diuji. Berdasarkan 
tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran di atas, maka diajukan hipotesis sebagai berikut: 
H1 : Diduga kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tax avoidance 
pada perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur sektor 
energy di BEI periode 2017-2020. 
H2 : Diduga koneksi politik berpengaruh negatif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur sektor energy di 
BEI periode 2017-2020. 
H3  : Diduga reformasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 
pada perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur sektor 
energy di BEI periode 2017-2020. 
H4  : Diduga sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance pada 
perusahaan yang tergabung dalam perusahaan manufaktur sektor energy di 







 METODE PENELITIAN  
 
A. Jenis Penelitian 
Jenis metode penelitian merupakan suatu langkah ilmiah untuk mengolah 
data dalam mencapai kegunaan dan tujuan tertentu (Sugiono, 2018). Sehingga 
pada penelitian kali ini penulis menggunakan metode asosiatif kausal melalui 
pendekatan kuntitatif di mana penelitian ini menganalisis data numeric (angka) 
kemudian diolah serta dianalisis hubungan antar variabel yang diteliti untuk 
selanjutnya memperoleh kesimpulan. 
 
B. Populasi dan Sampel 
Populasi penelitian berjumlah 67 perusahaan diperoleh pada perusahaan 
manufaktur sektor energi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan situs resmi BEI 
www.idx.co.id dan menggunakan ICMD (Indonesin Capital Market Directory) 
data, laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor energi tahun 2017 sampai 
dengan 2020. 
Sampel merupakan sebagian objek penelitian / populasi yang diteliti dengan 
maksud dan tujuan tertentu. Metode dalam pengambilan sampel penelitian ini 
memakai metode purposive sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteria 
sebagai berikut: 
1. Perusahaan manufaktur sektor energi terdaftar di BEI secara berturut-turut 





2. Perusahaan Manufaktur sektor energi yang melaporkan keuangan dengan 
menggunakan mata uang rupiah per 31 Desember selama tahun 2017-2020. 
3. Memiliki data lengkap terkait variabel yang dibutuhkan penelitian. 
Populasi total penelitian ini berjumlah 67 perusahaan manufaktur bidang 
energi yang terdaftar di BEI dari tahun 2017 sampai 2020, sedangkan sampel 
untuk penelitian ini hanya ada 45 perusahaan yang masuk kriteria dangan 5 tahun 
laporan keuangan, jadi sampel yang digunakan 45 x 4 = 180. Berikut tabel 
perhitungan: 
 Tabel 3.1  
Perhitungan sampel penelitian 
No Kriteria Jumlah 
1 Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 67 
2 Perusahaan Manufaktur yang tidak termasuk Kriteria (22) 
3 Perusahaan Manufaktur yang memenuhi kriteria sampel 45 




No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 
1 Adaro Energy Tbk ADRO 
2 Akbar Indomakmur Stimec Tbk AIMS 
3 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX 
4 Atlas Resources Tbk ARII 
5 Ratu Prabu Energi Tbk ARTI 
6 Pelayanan Nasional Bina Buana Tbk BBRM 
7 Batulilin Nusantara Maritim Tbk BESS 
8 Borneo Olah Sarana Sukses Tbk BOSS 
9 Baramusti Suksessarana Tbk BSSR 





11 Bumi Resource Tbk BUMI 
12 Bayan Resources Tbk BYAN 
13 Capital Nusantara Indonesia Tbk CANI 
14 Exsploitasi Energi Indonesia Tbk  CNKO 
15 Darma Henwa Tbk DEWA 
16 Delta Dunia Makmur Tbk DOID 
17 Dian Swastatika Sentosa Tbk DSSA 
18 Dwi Guna Laksana Tbk DWGL 
19 Elnusa Tbk ELSA 
20 Energi Mega Persada Tbk ENRG 
21 Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 
22 Alfa Energi Investama Tbk FIRE 
23 Golden Energy Mines Tbk GEMS 
24 Himpunan Intermoda Transpotasi Tbk HITS 
25 Harum Energy Tbk HRUM 
26 Indah Prakasa Sentosa Tbk INPS 
27 Sumber Energi Andalan Tbk ITMA 
28 Sky Energy Indonesia Tbk JSKY 
29 Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 
30 Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP 
31 Medco Energi Internasional Tbk MEDC 
32 Mitra Investindo Tbk MITI 
33 Samindo Resources Tbk MYOH 
34 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 
35 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK 
36 Petrosea Tbk PTRO 
37 Rukun Raharja Tbk RAJA 
38 Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 
39 Sillo Maritime Perdana Tbk SHIP 
40 Golden Eagle Energy Tbk SMMT 
41 Soehi Lines Tbk SOCI 
42 SMR Utama Tbk SRRU 
43 Super Energy Tbk SURE 
44 Trans Power Marine Tbk  TPMA 








C. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Variabel. 
Menurut Arikunto (2010) variabel adalah gejala yang bervariasi. Gejala 
adalah objek penelitian sehingga variabel penelitian adalah obyek penelitian yang 
bervariasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel 
independen dan variabel dependen. 
1. Variabel Bebas (independen) 
 Variabel bebas atau variabel independen adalah variabel yang 
mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat (dependen). 
Variabel independen disebut juga dengan variabel perlakuan, kausa, risiko, 
variabel stimulus, antecedent, variabel pengaruh, treatment, dan variabel 
bebas. Dapat dikatakan variabel bebas karena dapat mempengaruhi variabel 
lainnya. 
 Variabel bebas atau variabel independen dalam penelitian ini adalah :  
a. Kepemilikan keluarga  
 Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (tax 
avoidance), hasil ini dibuktikan dengan nilai koefisien regresi 0,001 dan nilai 
signifikasi 0,961 > 0,025. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H1 
ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan kepemilikan keluarga 
berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Tax Avoidence) ditolak 
menurut Wijaya (2016). 
 Penentuan family firm pada penelitian ini dinyatakan dengan dummy 
variable, yaitu dinyatakan sama dengan 1 apabila keluarga merupakan 





yang beredar atau CEO dan/ atau dewan direksi dalam perusahaan adalah 
anggota keluarga, dinyatakan sama dengan 0 jika sebaliknya (Villalonga dan 
Amit, 2006). 
 Kepramareni et al (2020) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai 
perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang 
yang lebih dulu menjalankan oleh keluarga yang secara terang terang-terangan 
mewariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam perusahaan keluarga, terdapat 
masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar antara pemegang 
saham mayoritas dangan pemegang saham minoritas, dan konflik yang lebih 
kecil antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri perusahaan sebagai 
pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga berdampak pada tax 
aviodance perusahaan. 
b. Koneksi politik  
 Koneksi politik dalam penelitian ini berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap penghindaran pajak perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten  
dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa 
koneksi politik tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. 
Adhikari et al., (2006) menemukan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. 
 Theruty & Lindrawati (2015) koneksi politik diduga tidak signifikan juga 
dikarenakan hubungan politik yang terjalin antara perusahaan dengan 
pemerintah tidak diatur dalam Undang-Undang perpajakan sehingga dapat 





mempengaruhi perpajakan itu sendiri. Lain halnya di Malaysia, pemerintah 
memberikan kebijakan sehingga perusahaan yang dimiliki perusahaan 
bumiputera memiliki tarif pajak lebih rendah sehingga mengakibatkan koneksi 
politik dinegara tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap tax 
avoidance. 
 Mulyani Sri, Darminto (2012) Variabel koneksi politik yang tidak 
berpengaruh dan signifikan diduga karena dalam peraturan perpajakan diatur 
tentang transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu 
pasal 18 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Selain itu, 
perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki secara langsung oleh 
Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah (BUMN/ BUMD) merupakan 
wajib pajak berisiko rendah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
71/PMK.03/2010. 
c. Reformasi pajak  
 Reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 
pajak dan memiliki koefisien negatif. Hasil penelitian ini yang menyatakan 
bahwa reformasi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Nugroho (2011) menemukan bahwa reformasi perpajakan 
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif. 
 Variabel reformasi perpajakan yang tidak berpengaruh signifikan dan 
memiliki koefisien negatif diduga karena reformasi perpajakan pada tahun 





pajak badan dan banyaknya insentif pajak yang diberikan sejak berlakunya UU 
nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak badan. 
Namun, meski dilakukan perubahan tarif PPh badan dan pemberian insentif 
perpajakan, fiskus atau DJP masih tidak percaya terhadap para pelaku industri 
khususnya industri manufaktur. 
d. Pertumbuhan penjualan 
 Menurut Ryzki & Fuadi, (2019) pertumbuhan penjualan sebuah 
perusahaan dapat menyebabkan peningkatan investasi atas aset perusahaan 
tersebut serta pada akhirnya perusahaan tersebut butuh asupan dana untuk 
membeli asset perusahaan. Dengan kata lain, pertumbuhan penjualan 
mempengaruhi keputusan pembiayaan dan investasi perusahaan. Pada 
penelitian ini, sales growth menggunakan proksi pertumbuhan penjualan 




g  = Growth Sales Rate (tingkat pertumbuhan penjualan) 
= Total Current Sales (total penjualan selama periode berjalan) 
= Total Sales For Last Period (total penjualan periode yang lalu) 
2. Variabel Terikat (dependen) 
 Variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi akibat dari 
adanya variabel bebas. Dikatakan sebagai variabel terikat karena variabel 





dependen disebut juga dengan variabel output, konsekuen, variabel tergantung, 
kriteria, variabel terpengaruh, dan variabel efek. Variabel terikat (dependen) 
dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah 
upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal, aman bagi wajib pajak 
dan tidak melanggar ketentuan perpajakan. 
Tabel 3.3 
Definisi Operasional dan Variabel 















Dalam penelitian ini 
indikator dalam pengukuran 
variabel kepemilikan 
keluarga menggunakan 
dummy variable, bernilai 1 
jika proporsi kepemilikan 
keluarga > 20%, dan bernilai 
0 jika sebaliknya 







Koneksi politik diukur 
dengan variable dummy, 
dengan memberikan nilai 1 
untuk perusahaan yang salah 
satu pemegang sahamnya 
adalah pemerintah (BUMN) 
dan 0 jika tidak. 








Reformasi perpajakan diukur 
dengan variable dummy 
dengan nilai 0 untuk periode 
sebelum reformasi 
perpajakan, 1 untuk periode 
setelah reformasi perpajakan. 










𝑔 =  x 100% Rasio Mulyadi, 2008 
 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengolahan data adalah proses untuk mendapatkan ringkasan data. Dalam 
penelitian ini teknik pengolahan data menggunakan perhitungan komputer dengan 
program Statistical Package For Social Sciences (SPSS) yang berfungsi untuk 
melakukan analisis dan perhitungan statistik dengan basis windows (Ghozali, 
2016). 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
metode dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya 
barang-barang tertulis. Dalam melakukan metode peneliti menyelidiki benda-
benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 
rapat, catatan harian, dan sebagainya. (Arikunto, 2010).  
 
E. Metode Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Statistik deskriptif 
 Penggunaan statistik deskriptif variabel penelitian dimaksudkan untuk 
memberikan penjelasan yang memudahkan peneliti dalam mengiterpretasikan 
hasil analisis data dan pembahasannya. Statistik deskriptif berhubungan dengan 
pengumpulan data serta penyajiannya yang biasanya disajikan dalam bentuk 





gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), nilai maksimum dan 
minimum (Ghozali, 2011:5). 
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui dan melakukan pengujian 
atas data sekunder ini, maka untuk memenuhi syarat yang ditentukan sebelum 
dilakuakan uji hipotesis maka perlu dilakukan pengujian beberapa asumsi klasik 
yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji 
heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Ghozali (2016:154) menjelaskan bahwa uji normalitas bertujuan untuk 
menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen 
atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 
Model regresi yang baik yaitu berdistribusi normal atau mendekati normal. 
Apabila variabel tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik 
mengalami penurunan. Uji normalitas yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji 
statistik Normal P-P Plot of Regression Standardizer Residual yaitu dengan 
ketentuan apabila Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut: Pertama jika 
titik-titik atau data yang berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya maka 
dapat dikatakan bahwa nilai residual distribusi normal. Kedua jika titik-titik 
menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini 







b. Uji Multikolinearitas 
Ghozali (2016:103) menjelaskan bahwa uji multikolinearitas dilakukan 
dengan tujuan menguji apakah model regresi ditemukam adanya korelasi antar 
variabel independen. Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau 
tidak dalam model regresi adalah denganmelihat nilai Tolerance dan Variance 
Inflation Factor (VIF), seperti berikut ini:  
1) Apabila nilai Tolerance di bawah 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka model 
regresi mengalami masalah multikolinearitas. 
2) Apabila nilai Tolerance di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka model 
regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi digunakan untuk menguji pengaruh observasi proide 
sebelumnya terhadap observasi priode mendatang. Uji autokorelasi muncul karena 
observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model 
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi ini 
dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin-Watson (uji DW).  Hipotesis 
yang akan diuji adalah :  
H0 : tidak ada autokorelasi ( r = 0 ) 









Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan tabel uji 




Hipotesis nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif Tolak 0 < d < dl 
Tidak ada autokorelasi positif No desicision dl ≤ d ≤ du 
Tidak ada autokorelasi negative Tolak 4 – dl < d < 4 
Tidak ada autokorelasi negative No desicision 4 – du ≤ d ≤ 4 – dl 
Tidak ada autokorelasi Tidak ditolak du < d < 4 – du 
Positif atau negatif    
Sumber: (Imam Ghozali, 2016:108) 
 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 
lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi  heteroskedastisitas (Ghozali, 
2016:134). 
Untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas dilakukan dengan 
menggunakan Uji Rank Spearman. Jika variabel independen signifikan secara 
parsial mempengaruhi variabel dependen maka adanya indikasi terjadi 
heteroskedastisitas. Hal ini apabila terlihat dari profitabilitas signifikansinya di 
atas tingkat kepercayaan 2,5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak 






3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Model regresi merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan 
untuk mengetahui pola hubungan antara dua variabel atau lebih. Persamaan 
regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Keterangan : 
Y   : Tax Avoidance 
a    : Konstanta 
b1,2,3,4   : Koefisien regresi 
X1   : Kepemilikan Keluarga 
X2   : Koneksi Politik 
X3   : Reformasi Perpajakan 
X4   : Sales Growth 
e :Standar error (tingkat kesalahan penghitungan 
yang masih dapat ditolelir). 
 
4. Uji Parsial (Uji t) 
 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara 
parsial terhadap variabel dependen digunakan uji t. Uji statistik t menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 
adalah apakah parameter (bi) sama dengan nol, atau: 
Ho : Bi = 0 
 Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang 
signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (Ha) parameter 





Ha : Bi ≠ 0 
 Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 
variabel dependen. Adapun hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut : 
a. Jika tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 hipotesis diterima, sebaliknya Ha ditolak. 
b. Jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 
H0 hipotesis ditolak, sebaliknya Ha diterima. 
 
5. Uji Simultan (Uji F) 
Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersama-sama 
(simultan) terhadap dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, hipotesis 
yang digunakan adalah : 
a. Ho : Variabel-variabel independen (X) tidak mempunyai pengaruh yang 
signifikan secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 
b. Ha : Variabel-variabel independen (X) mempunyai pengaruh yang signifikan 
secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y). 
 Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka 
probabilitas signifikansi, yaitu : 
a. Apabila probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima Ha ditolak. 







6. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
 Analisis R Square yaitu suatu analisis untuk mengukur kemampuan 
variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Di mana R2 berkisar antara 0 < 
R2< 1. Semakin besar R2 (mendekati 1), maka variabel bebas semakin 
berpengaruh dengan variabel tidak bebas, dengan kata lain model tersebut 
dianggap baik (Riduwan, 2003:228). Rumus yang digunakan adalah : 
KP = r2 x 100 % 
Di mana : 
KP  = Besarnya koefisien penentu (determinan) 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum  
1. Sejarah Bursa Efek Indonesia (BEI) 
Secara historis, pasar modal sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. 
Pasar modal atau bursa efek sudah ada sejak jaman colonial Belanda dan tepatnya 
pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal pada waktu itu didirikan oleh 
pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah colonial atau VOC. 
Pasar modal telah hadir sejak tahun 1912, pertumbuhan dan perkembangan 
pasar modal tidak berjalan seperti yang diinginkan, bahkan pada beberapa priode 
kegiatan pasar modal sempat mengalami kevakuman. Hal tersebut diakibatkan 
oleh beberapa faktor antara lain perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan 
dari pemerintah colonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai 
kondisi yang mengakibatkan operasi bursa efek tidak bisa berjalan sebagaimana 
mestinya. 
Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada 
tahun 1977, serta beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan 
seiring dengan berbagai macam insetif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 
2. Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 
Struktur organisasi adalah elemen penting untuk menjalankan aktivitas 
perusahaan yang menunjukkan hubungan wewenang dan tanggung jawab bagi 
setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Dengan adanya struktur 





dengan baik dan mengarah pada tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan. 
Berikut ini komponen struktur orgnisasi pada Bursa Efek Indonesia : 
1. Rapat Umum Pemegang Saham (Rups). 
2. Dewan Komisaris. 
3. Direktur Utama. 
a. Divisi Hukum. 
b. Satuan Pemeriksa Internal. 
c. Sekretaris Perusahaan. 
4. Direktur Penilaian Perusahaan. 
a. Divisi Penilaian Perusahaan - Sektor Rill. 
b. Divisi Penilaian Perusahaan - Sektor Jasa. 
c. Divisi Penilaian Perusahaan - Surat Utang. 
5. Direktur Perdagangan dan Penilaian Anggota Bursa. 
a. Divisi Perdagangan Saham. 
b. Divisi Surat Utang. 
c. Divisi Keanggotaan. 
6. Direktur Pengawasan Transaksi dan kepatuhan. 
a. Divisi Pengawasan Transaksi. 
b. Divisi Kepatuhan Anggota Bursa. 
7. Direktur Pengembangan. 
a. Divisi Riset. 
b. Divisi Pengebangan Usaha. 





8. Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Resiko. 
a. Divisi Oprasi Teknologi Informasi. 
b. Divisi Pengembangan Solusi Bisnis Teknologi Informasi. 
c. Divisi Manajamen Risiko. 
9. Direktur Keuangan dan SDM. 
a. Divisi Keuangan. 
b. Divisi Sumberdaya Manusia. 
c. Divisi Umum. 
 
B. Hasil Penelitian 
Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi 
linier berganda. Tujuan analisis data tersebut untuk memperoleh gambaran yang 
menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen yaitu kepemilikan keluarga, 
koneksi politik, reformasi perpajakan, dan pertumbuhan penjualan terhadap 
penghindaran pajak (tax avoidanve). 
1. Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif berfungsi memberikan gambaran atau deskriptif suatu 
data dalam penelitian yang dapat dilihat dari rata-rata (mean) dan standar deviasi. 
Nilai terendah adalah nilai terkecil dari distribusi suatu data, sedangkan nilai 
tertinggi adalah nilai terbesar dari distribusi suatu data. Pengukuran nilai rata-rata 
(mean) merupakan suatu pengukuran yang umum digunakan dalam mengukur 






Adapun hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan 




 Mean Std. Deviation N 
Tax Avoidance 4,4433 11,55745 180 
Kepemilikkan Keluarga ,82 ,383 180 
Koneksi Politik ,18 ,383 180 
Reformasi Perpajakan ,40 ,491 180 
Pertumbuhan Penjualan 9,9694 32,53127 180 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021. 
 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah perusahaan yang dapat 
dijadikan sebagai objek penelitian dan sesuai dengan kriteria adalah 45 
perusahaan manufaktur sektor energi. Priode pengamatan selama 5 tahun sehingga 
pengamatan selama priode 2017-2020 menghasilkan 180  observasi. 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijadikan hasil mengenai analisis 
statistik sebagai berikut : 
a. Kepemilikan Keluarga 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa 
kepemilikan keluarga jumlah (n) sebesar 180 memiliki rata-rata sebesar 0,82 
satuan dan standar deviasi sebesar 0,383 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel kepemilikan keluarga pada posisi yang tidak baik karena nilai standar 
deviation lebih tinggi dari nilai mean sehingga simpangan data pada 






b. Koneksi Politik 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa 
koneksi politik jumlah (n) sebesar 180 memiliki rata-rata sebesar 0,18 satuan 
dan standar deviasi sebesar 0,383 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
koneksi politik pada posisi yang tidak baik karena nilai standar deviation lebih 
tinggi dari nilai mean sehingga simpangan data pada koneksi politik ini tidak 
baik. 
c. Reformasi Perpajakan 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa 
reformasi perpajakan jumlah (n) sebesar 180 memiliki rata-rata sebesar 0,40 
satuan dan standar deviasi sebesar 0,491 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel reformasi perpajakan pada posisi yang tidak baik karena nilai standar 
deviation lebih tinggi dari nilai mean sehingga simpangan data pada reformasi 
perpajakan ini tidak baik. 
d. Sales Growth 
Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di atas dapat diketahui bahwa 
sales growth jumlah (n) sebesar 225 memiliki rata-rata sebesar 9,9694 satuan 
dan standar deviasi sebesar 32,53127 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa 
variabel pertumbuhan penjualan pada posisi yang tidak baik karena nilai 
standar deviation lebih tinggi dari nilai mean sehingga simpangan data pada 







2. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji normalitas, 
uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. 
a. Uji Normalitas 
Uji normaslitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013). 
Dikatakan model regresi yang baik apabila memiliki distribusi yang normal. Uji 
normalitas dilakukan dengan menggunakan uji p-p plot dengan cara melihat nilai 
probabilitasnya. Kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:  Pertama jika 
titik-titik atau data yang berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya maka 
dapat dikatakan bahwa nilai residual distribusi normal. Kedua jika titik-titik 
menjauh atau tersebar dan tidak mengikuti garis diagonal maka hal ini 
menunjukkan bahwa nilai residual tidak berdistribusi normal (Imam Ghozali, 




Uji Normalitas  





Berdasarkan hasil di atas, kita dapat melihat bahwa titik-titik ploting yang 
terdapat pada gambar normal p-p plot selalu mengikuti dan mendekati garis 
diagonal. Oleh karena itu, sebagaimana dasar atau kriteria pengambilan keputusan 
dalam uji normalitas teknik probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residu 
berdistribusi normal. Dengan demikian maka asumsi normalitas untuk nilai residu 
dalam analisis regresi linier dapat terpenuhi.  
 
b. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas ini pada dasarnya bertujuan untuk menguji apakah di 
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. 
Multikolinearitas dapat dilihat dari perhitungan nilai tolerance serta Varian 
Inflation Factor (VIF). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki 
kecenderungan adanya gejala multikolinearitas adalah apabila memiliki nilai VIF 
yang lebih kecil dari 10. 
                                    Tabel 4.2  










B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,536 1,409  ,380 ,704   
Kepemilikkan Keluarga ,800 1,327 ,027 ,603 ,547 ,884 1,131 
Koneksi Politik -1,780 1,278 -,059 -1,393 ,165 ,953 1,049 
Reformasi Perpajakan 1,506 1,058 ,064 1,424 ,156 ,847 1,180 
Pertumbuhan 
Penjualan 
,297 ,015 ,837 20,076 ,000 ,986 1,014 
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 





Berdasarkan dari data diatas bahwa nilai Tolerance dari masing-masing 
variabel berada ≥ 0,10. Sedangkan untuk nilai VIF nya ≤ 10 untuk masing-masing 
variabelnya. Maka dari itu variabel kepemilikan keluarga, koneksi politik, 
reformasi perpajakan, dan pertumbuhan penjualan terhadap tax avoidance tidak 
terjadi gejala multikolinearitas. 
c. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi 
linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1 (sebelum). Masalah ini muncul biasanya terjadi 
karena adanya observasi berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu dengan 
yang lain. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi, maka bisa dilihat dari 
nilai Durbin – Waston (DW test). Adapun hasil dari uji autokorelasi adalah 
sebagai berikut 
         Tabel 4.3 
       Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,837a ,700 ,693 6,40023 1,732 
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikkan Keluarga, 
Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan 
b. Dependent Variable: Tax Avoidance 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021. 
Dari hasil uji statistik yang terdapat pada tabel 4.3 dengan (n) sebanyak 
180, variabel independen (k) sebanyak 4 variabel, nilai durbin-watson= 1,732 





sebesar 1,9255. Maka dapat dihitung 4-dL = 2,4083 dan 4-dU = 2,0745 sehingga 
dapat disimpulkan DW hitung terletak di antara dU (batas atas) dan (4-dU) yang 
berarti tidak terdapat autokorelasi. 
d. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance antar variabel satu pengamatan ke 
pengamatan yang lain. Modal regresi yang baik yaitu yang homoskedastisitas atau 
tidak terjadi Heterokesdastisitas dapat dilihat dengan melihat grafik scartteplot 













3. Analisis Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan analisis regresi linier berganda yang dilakukan dengan 
menggunakan SPSS versi 22 menghasilkan output sebagai berikut : 
                                             Tabel 4.4 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,536 1,409  ,380 ,704   
Kepemilikkan Keluarga ,800 1,327 ,027 ,603 ,547 ,884 1,131 
Koneksi Politik -1,780 1,278 -,059 -1,393 ,165 ,953 1,049 
Reformasi Perpajakan 1,506 1,058 ,064 1,424 ,156 ,847 1,180 
Pertumbuhan 
Penjualan 
,297 ,015 ,837 20,076 ,000 ,986 1,014 
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021. 




Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas, dapat diambil 
suatu analisis bahwa :  
a. Konstanta sebesar 0,536 berarti bahwa apabila tidak terdapat kepemilikan 
keluarga, koneksi politik, reformasi perpajakan dan sales growth maka 
tax avoidance mempunyai nilai sebesar 0,536 satuan. 





b. Koefisien regresi variable kepemilikan keluarga (X1) sebesar 0,800 
menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan kepemilikan 
keluarga akan menaikkan tax avoidance sebesar 0,800 satuan. 
c. Koefisien regresi variabel koneksi politik (X2) sebesar -1,780 
menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan koneksi politik 
akan menrunkan tax avoidance sebesar 1,780 satuan. 
d. Koefisien regresi variabel reformasi perpajakan (X3) sebesar 1,506 
menunjukkan bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan reformasi 
perpajakan akan menaikkan tax avoidance sebesar 1,506 satuan. 
e. Koefisien regresi variabel sales growth (X4) sebesar 0,297 menunjukkan 
bahwa setiap adanya perubahan 1 satuan sales growth akan menaikkan 
tax avoidance sebesar 0,297 satuan. 
4. Uji Simultan (Uji F) 
Uji Goodness of Fits yang dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 22 
menghasilkan output berdasarkan hasil hipotesis secara simultan sebagai berikut: 




Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 16741,355 4 4185,339 102,174 ,000b 
Residual 7168,507 175 40,963   
Total 23909,862 179    
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 
b. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikkan Keluarga, Koneksi Politik, 
Reformasi Perpajakan 





Tabel 4.8 menunjukkan bahwa terlihat uji F sebesar 102,174 satuan dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya bahwa nilai signifikansi lebih kecil 
daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan kepemilikan 
keluarga, koneksi politik, reormasi perpajakan, dan sales growth berpengaruh 
terhadap tax avoidance. 
5. Uji Parsial (Uji t) 
Pengujian statistik t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
individual antara koepemilikan keluarga, koneksi politik, reformasi perpajakan, 
dan sales growth secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap tax 
avoidance. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan α = 
0,05  atau dengan membandingkan antara Thitung dengan Ttabel. Dengan Ttabel = t 
(α/2 ; n-k-1) = t ( 0,025 ; 67 – 4 - 1) =. 1,999. Hasil pengujian dan pembahasan 
disajikan sebagai berikut: 









B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,536 1,409  ,380 ,704   
Kepemilikkan Keluarga ,800 1,327 ,027 ,603 ,547 ,884 1,131 
Koneksi Politik -1,780 1,278 -,059 -1,393 ,165 ,953 1,049 
Reformasi Perpajakan 1,506 1,058 ,064 1,424 ,156 ,847 1,180 
Pertumbuhan 
Penjualan 
,297 ,015 ,837 20,076 ,000 ,986 1,014 
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 





Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada tabel di atas 
maka diperoleh interpretasi sebagai berikut : 
a. H1: Pengaruh kepemilikan keluarga positif terhadap tax avoidance 
Variabel kepemilikan keluarga memiliki nilai Coefficients sebesar 0,800, 
Thitung = -0,101 < 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,547 > 0,05 maka hipotesis 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kepemilikan keluarga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
b. H2: Pengaruh koneksi politik negatif terhadap tax avoidance 
Variabel koneksi politik memiliki nilai Coefficients sebesar -1,780, Thitung = 
-2,132 < 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,165 > 0,05 maka hipotesis ditolak. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik berpengaruh tidak 
signifikan terhadap tax avoidance. 
c. H3: Pengaruh reformasi perpajakan negatif terhadap tax avoidance 
Variabel reformasi perpajakan memiliki nilai Coefficients sebesar 1,506, 
Thitung = 2,874 > 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,156 > 0,05 maka hipotesis 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel reformasi perpajakan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
d. H4: Pengaruh sales growth positif terhadap tax avoidance 
Variabel sales growth memiliki nilai Coefficients sebesar 0,297, Thitung = -
0,373 < 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis diterima. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sales growth berpengaruh signifikan 






6. Analisis Koefisien Determinasi (R2) 
Uji koefisien determinasi yang dihasilkan melalui nilai Adjusted R-Square 
pada model regresi digunakan untuk menunjukkan besaran variabel terikat yang 
dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas. Hasil pengujian ini sebagai berikut: 
Tabel 4.7 
Hasil Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,837a ,700 ,693 6,40023 1,732 
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikkan Keluarga, 
Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan 
b. Dependent Variable: Tax Avoidance 
Sumber : Data Sekunder yang diolah, 2021. 
Pada tabel 4.7 dapat diketahui nilai Adjusted R Square adalah sebesar 
0,700 atau 7%. Hal ini berarti bahwa kontribusi variabel kepemilikan 
keluarga, koneksi politik, reformasi perpajakan dan sales growth terhadap 
tax avoidance sebesar 7% sedangkan 93% dipengaruhi variabel lain. 
C. Pembahasan  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka berikut ini adalah hasil 
pembahasan pada penelitian ini: 
1. Kepemilikan Keluarga berpengaruh Positif Terhadap Tax Avoidance. 
Variabel kepemilikkan keluarga memiliki nilai Coefficients sebesar 
0,800, Thitung = -0,101 < 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,547 > 0,05 
maka hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel 





Kepemilikkan keluarga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 
penghindaran pajak. Kondisi ini terjadi karena kepemilikan keluarga dalam 
penelitian ini jumlahnya relatif kecil, bukan sebagai kepemilikan terkontrasi 
sehingga fungsinya dalam penghindaran pajak tidak berpengaruh. Secara teori 
seberapa besar keuntungan atau kerugian yang ditanggung pihak keluarga 
yang menjadi manajemen perusahaan (familiy owners) atau pihak manajer 
dalam perusahaan non-keluarga dapat menentukan apakah tindakan 
penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan keluarga lebih rendah 
atau lebih tinggi daripada perusahaan non-keluarga.  
Kepramareni et al (2020) mendefinisikan perusahaan keluarga sebagai 
perusahaan yang dijalankan berdasarkan keturunan atau warisan dari orang 
yang lebih dulu menjalankan oleh keluarga yang secara terang terang-
terangan mewariskan kepada generasi selanjutnya. Dalam perusahaan 
keluarga, terdapat masalah keagenan yang unik yaitu konflik yang lebih besar 
antara pemegang saham mayoritas dangan pemegang saham minoritas, dan 
konflik yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Kehadiran pendiri 
perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga 
berdampak pada tax aviodance perusahaan.  
2. Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. 
Variabel koneksi politik memiliki nilai Coefficients sebesar -1,780, Thitung 
= -2,132 < 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,165 > 0,05 maka hipotesis 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel koneksi politik 





Koneksi politik diduga tidak signifikan juga dikarenakan proses atau 
hungungan politik yang ter-jalin antara perusahaan dengan pemerintah tidak 
diatur dalam Undang-Undang perpajakan sehingga dapat dikatakan bahwa 
hubungan yang terjadi berada di luar sistem perpajakan sehingga tidak 
mempengaruhi perpajakan itu sendiri. Lain halnya di Malaysia, pemerintah 
memberikan kebijakan sehingga perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan 
bumiputera memiliki tarif pajak yang lebih rendah sehingga mengakibatkan 
koneksi politik dinegara tersebut berpengaruh negatif signifikan terhadap 
penghingdaran pajak (Adhikari dkk., 2006; dalam Nugroho, 2011; dalam 
Theruty & Lindrawati, 2015). 
3. Reformasi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. 
Variabel reformasi perpajakan memiliki nilai Coefficients sebesar 1,506, 
Thitung = 2,874 > 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,156 > 0,05 maka 
hipotesis ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel reformasi 
perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
Variabel reformasi perpajakan yang tidak berpengaruh signifikan dan 
memiliki koefisien negatif diduga karena reformasi perpajakan pada tahun 
2008 yang merupakan reformasi perubahan fundamental pada tarif pph wajib 
pajak badan dan banyaknya insentif pajak yang diberikan sejak berlakunya 
UU nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak 
badan. Namun, meski dilakukan perubahan tarif PPh badan dan pemberian 
insentif perpajakan, fiskus atau DJP masih tidak percaya terhadap para pelaku 





Ketidakpercayaan tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Surat 
Edaran (SE) tentang fokus pemeriksaan nasional pada tahun 2009, 2011 dan 
2012. Dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya industri manufaktur 
sebagai fokus pemeriksaan nasional menunjukkan bahwa masih ada indikasi 
upaya penghindaran pajak dari WP badan industri manufaktur. 
Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan 
Surbakti (2012) yang menyatakan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh 
positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Nugroho (2011) 
menemukan bahwa reformasi perpajakan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap tarif pajak efektif. 
4. Sales Growth berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. 
Variabel sales growth memiliki nilai Coefficients sebesar 0,297, Thitung = 
-0,373 < 1,999 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 maka hipotesis 
diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sales growth 
berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. 
Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan 
Setiyono (2012) yang menunjukkan pertumbuhan penjualan (sales growth) 
berpengaruh signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari 
adanya aktivitas tax avoidance. Menurut Perdana (2013), pertumbuhan 
penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume 
penjualan, maka laba yang akan dihasilkan pun akan meningkat. Berdasarkan 





mengurangi kompensasi kinerja agent sebagai akibat dari laba perusahaan 
yang meningkat yang berasal dari meningkatnya pertumbuhan penjualan 
sehingga akan menimbulkan beban pajak yang lebih besar (Rosa Dewinta & 










Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya yang telah 
dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
2. Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
3. Reformasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 
4. Sales growth berpengaruh  positif terhadap tax avoidance. 
5. Nilai adjusted R2 relatif besar yaitu 7% sedangkan 93% terdapat faktor lain 
yang dapat mempengaruhi tax avoidance. 
B. Saran  
 
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas, 
maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut : 
1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel. Untuk 
penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel jenis perusahaan lain, 
sehingga dapat mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga, koneksi politik, 
reformasi perpajakan, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran 
pajak. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya agar menambah variabel 
independen lain seperti kepemilikan keluarga dan menggunakan pengukuran 






2. Pemerintah diharapkan agar lebih tegas dalam membuat dan menyusun 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan khususnya yang 
berkaitan dengan wajib pajak badan, agar peraturan yang telah diberlakukan 
tidak memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pajak untuk 
melakukan kecurangan yaitu penghindaran pajak. Pemimimpin perusahaan 
harus bisa mengelola perusahaan dengan baik. Apalagi perusahaan yang 
dipimpin merupakan perusahaan yang memiliki sales growth yang tinggi. 
Karna semakin tinggi sales growth akan menaikkan laba perusahaan 
sehingga memungkinkan perusahaan melakukan praktek tax avoidance. 
C. Keterbatasan Penulis 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak disini hanya 
didasarkan dari corporate governance dan laporan keuangan yang ada didalam 
perusahaan yang kurang menggambarkan keadaan riilnya, karena data tentang 
penghindaran pajak yang sebenarnya sulit diperoleh. Selain itu penelitian ini 
hanya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai obyek penelitian dengan 
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Daftar Sampel Perusahaan Manufaktur Sektor Energy Pada BEI 2017-2020 
 
No Nama Perusahaan Kode Perusahaan 
1 Adaro Energy Tbk ADRO 
2 Akbar Indomakmur Stimec Tbk AIMS 
3 Apexindo Pratama Duta Tbk APEX 
4 Atlas Resources Tbk ARII 
5 Ratu Prabu Energi Tbk ARTI 
6 Pelayanan Nasional Bina Buana Tbk BBRM 
7 Batulilin Nusantara Maritim Tbk BESS 
8 Borneo Olah Sarana Sukses Tbk BOSS 
9 Baramusti Suksessarana Tbk BSSR 
10 Buana Lintas Lautan Tbk BULL 
11 Bumi Resource Tbk BUMI 
12 Bayan Resources Tbk BYAN 
13 Capital Nusantara Indonesia Tbk CANI 
14 Exsploitasi Energi Indonesia Tbk  CNKO 
15 Darma Henwa Tbk DEWA 
16 Delta Dunia Makmur Tbk DOID 
17 Dian Swastatika Sentosa Tbk DSSA 
18 Dwi Guna Laksana Tbk DWGL 
19 Elnusa Tbk ELSA 
20 Energi Mega Persada Tbk ENRG 
21 Eterindo Wahanatama Tbk ETWA 
22 Alfa Energi Investama Tbk FIRE 
23 Golden Energy Mines Tbk GEMS 
24 Himpunan Intermoda Transpotasi Tbk HITS 
25 Harum Energy Tbk HRUM 
26 Indah Prakasa Sentosa Tbk INPS 
27 Sumber Energi Andalan Tbk ITMA 
28 Sky Energy Indonesia Tbk JSKY 
29 Resource Alam Indonesia Tbk KKGI 
30 Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP 
31 Medco Energi Internasional Tbk MEDC 





33 Samindo Resources Tbk MYOH 
34 Perusahaan Gas Negara Tbk PGAS 
35 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK 
36 Petrosea Tbk PTRO 
37 Rukun Raharja Tbk RAJA 
38 Radiant Utama Interinsco Tbk RUIS 
39 Sillo Maritime Perdana Tbk SHIP 
40 Golden Eagle Energy Tbk SMMT 
41 Soehi Lines Tbk SOCI 
42 SMR Utama Tbk SRRU 
43 Super Energy Tbk SURE 
44 Trans Power Marine Tbk  TPMA 






















Output data spss 
 
Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Tax Avoidance 4,4433 11,55745 180 
Kepemilikkan Keluarga ,82 ,383 180 
Koneksi Politik ,18 ,383 180 
Reformasi Perpajakan ,40 ,491 180 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




1 ,837a ,700 ,693 6,40023 1,732 
a. Predictors: (Constant), Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikkan Keluarga, 
Koneksi Politik, Reformasi Perpajakan 






Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 16741,355 4 4185,339 102,174 ,000b 
Residual 7168,507 175 40,963   
Total 23909,862 179    
a. Dependent Variable: Tax Avoidance 






















B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) ,536 1,409  ,380 ,704   
Kepemilikkan Keluarga ,800 1,327 ,027 ,603 ,547 ,884 1,131 
Koneksi Politik -1,780 1,278 -,059 -1,393 ,165 ,953 1,049 
Reformasi Perpajakan 1,506 1,058 ,064 1,424 ,156 ,847 1,180 
Pertumbuhan 
Penjualan 
,297 ,015 ,837 20,076 ,000 ,986 1,014 


































X1 X2 X3 X4 Y 
2017 
ADRO 1 1 1 13 -6,5 
AIMS 1 1 1 -43 -21,5 
APEX 1 1 1 -99 -49,5 
ARII 1 0 0 13 6,5 
ARTI 1 0 0 26 13 
BBRM 1 0 0 34 17 
BESS 1 1 0 23 11,5 
BOSS 1 0 0 14 7 
BSSR 1 0 0 -32 -16 
BULL 1 0 1 -17 -8,5 
BUMI 1 0 1 -31 -15,5 
BYAN 1 0 0 20 10 
CANI 1 0 0 28 14 
CNKO 0 1 0 -37 -18,5 
DEWA 0 1 1 15 7,5 
DOID 0 0 0 72 17,5 
DSSA 0 0 1 17 8,5 
DWGL 0 0 1 69 34,5 
ELSA 0 0 1 17 8,5 
ENRG 0 0 1 -4 -2 
ETWA 0 0 1 13 6,5 
FIRE 1 1 1 3 1,5 
GEMS 1 1 0 65 12,5 
HITS 1 0 0 16 8 
HRUM 1 0 0 5,1 3,5 
INPS 1 0 0 -8 -4 
ITMA 1 0 0 -17 -8,5 
JSKY 1 0 0 94 17,5 
KKGI 1 0 0 -46 -23 
MBAP 1 0 0 -1 -7,5 
MEDC 1 0 0 -6 -3 





MYOH 1 0 1 22 11 
PGAS 1 0 1 -26 -13 
PKPK 1 0 1 -94 -17 
PTRO 1 0 1 6 3 
RAJA 1 0 0 -52 -26 
RUIS 1 0 0 -22 -11 
SHIP 1 0 0 1 6,5 
SMMT 1 0 0 5,7 2,5 
SOCI 1 0 0 102 7,5 
SRRU 1 0 0 1 7 
SURE 1 0 1 37 18,5 
TPMA 1 0 0 18 9 
WINS 1 0 0 6 3 
2018 
ADRO 1 1 1 94 37,5 
AIMS 1 1 1 10 5 
APEX 1 1 1 2 4 
ARII 1 0 0 23 11,5 
ARTI 1 0 0 31 15,5 
BBRM 1 0 0 6 3 
BESS 1 1 0 -19,6 -9,5 
BOSS 1 0 0 -5,7 -2,5 
BSSR 1 0 0 29,5 14,5 
BULL 1 0 1 1 5,5 
BUMI 1 0 1 11,7 6 
BYAN 1 0 0 -13,5 -6,5 
CANI 1 0 0 38,9 19 
CNKO 0 1 0 99,4 15,5 
DEWA 0 1 1 -2,9 -1,5 
DOID 0 0 0 15,5 7,5 
DSSA 0 0 1 -7,9 3,5 
DWGL 0 0 1 24,5 12 
ELSA 0 0 1 7,9 3,5 
ENRG 0 0 1 8,3 4 
ETWA 0 0 1 9,2 4,5 
FIRE 1 1 1 14,8 7 
GEMS 1 1 0 5,7 2,5 
HITS 1 0 0 8,2 4 
HRUM 1 0 0 3,5 1,5 





ITMA 1 0 0 7 3,5 
JSKY 1 0 0 4 2 
KKGI 1 0 0 5,2 2,5 
MBAP 1 0 0 4,5 2,5 
MEDC 1 0 0 7,5 3,5 
MITI 1 0 1 -4 -2 
MYOH 1 0 1 14,9 7 
PGAS 1 0 1 6,6 3 
PKPK 1 0 1 12,3 6 
PTRO 1 0 1 13,3 6,5 
RAJA 1 0 0 19,1 9,5 
RUIS 1 0 0 17,3 8,5 
SHIP 1 0 0 2,7 1,5 
SMMT 1 0 0 4,7 2 
SOCI 1 0 0 7,4 3,5 
SRRU 1 0 0 9,9 4,5 
SURE 1 0 1 10,1 5 
TPMA 1 0 0 7 3,5 
WINS 1 0 0 5,7 2,5 
2019 
ADRO 1 1 1 6,8 3 
AIMS 1 1 1 6,3 3 
APEX 1 1 1 16,8 8 
ARII 1 0 0 17,6 8,5 
ARTI 1 0 0 16,9 8 
BBRM 1 0 0 15,8 7,5 
BESS 1 1 0 19,4 9,5 
BOSS 1 0 0 19,1 9,5 
BSSR 1 0 0 21,6 10,5 
BULL 1 0 1 10,6 5 
BUMI 1 0 1 13,3 6,5 
BYAN 1 0 0 12,8 6 
CANI 1 0 0 12,5 6 
CNKO 0 1 0 1,8 1,5 
DEWA 0 1 1 2,3 2,5 
DOID 0 0 0 2,4 2,5 
DSSA 0 0 1 3,9 2 
DWGL 0 0 1 18,4 9 
ELSA 0 0 1 57,7 28,5 





ETWA 0 0 1 38,4 18,5 
FIRE 1 1 1 14,6 8,5 
GEMS 1 1 0 11,8 5,5 
HITS 1 0 0 13,2 6,5 
HRUM 1 0 0 15,1 7,5 
INPS 1 0 0 -13 -6,5 
ITMA 1 0 0 -43 -11,5 
JSKY 1 0 0 -99 -9,5 
KKGI 1 0 0 13 6,5 
MBAP 1 0 0 26 13 
MEDC 1 0 0 34 17 
MITI 1 0 1 23 11,5 
MYOH 1 0 1 14 7 
PGAS 1 0 1 -32 -16 
PKPK 1 0 1 -17 -8,5 
PTRO 1 0 1 -31 -15,5 
RAJA 1 0 0 20 10 
RUIS 1 0 0 28 14 
SHIP 1 0 0 -37 -18,5 
SMMT 1 0 0 15 7,5 
SOCI 1 0 0 72 36 
SRRU 1 0 0 17 8,5 
SURE 1 0 1 69 34,5 
TPMA 1 0 0 17 8,5 
WINS 1 0 0 -4 -2 
2020 
ADRO 1 1 1 13 6,5 
AIMS 1 1 1 3 1,5 
APEX 1 1 1 65 32,5 
ARII 1 0 0 16 8 
ARTI 1 0 0 0 4,5 
BBRM 1 0 0 -8 -4 
BESS 1 1 0 -17 -8,5 
BOSS 1 0 0 94 18,5 
BSSR 1 0 0 -46 -23 
BULL 1 0 1 -1 -5,5 
BUMI 1 0 1 -6 -3 
BYAN 1 0 0 27 13,5 
CANI 1 0 0 22 11 





DEWA 0 1 1 -94 -12 
DOID 0 0 0 6 3 
DSSA 0 0 1 -52 -26 
DWGL 0 0 1 -22 -11 
ELSA 0 0 1 1 7,5 
ENRG 0 0 1 5,7 2,5 
ETWA 0 0 1 102 9,5 
FIRE 1 1 1 1 6 
GEMS 1 1 0 37 18,5 
HITS 1 0 0 18 9 
HRUM 1 0 0 6 3 
INPS 1 0 0 94 17,5 
ITMA 1 0 0 10 5 
JSKY 1 0 0 2 2,5 
KKGI 1 0 0 23 11,5 
MBAP 1 0 0 31 15,5 
MEDC 1 0 0 6 3 
MITI 1 0 1 -19,6 9,5 
MYOH 1 0 1 -5,7 2,5 
PGAS 1 0 1 29,5 14,5 
PKPK 1 0 1 1 9,5 
PTRO 1 0 1 11,7 5,5 
RAJA 1 0 0 -13,5 6,5 
RUIS 1 0 0 38,9 19 
SHIP 1 0 0 99,4 7 
SMMT 1 0 0 -2,9 11,5 
SOCI 1 0 0 15,5 7,5 
SRRU 1 0 0 -7,9 3,5 
SURE 1 0 1 24,5 12 
TPMA 1 0 0 7,9 3,5 
WINS 1 0 0 8,3 8,3 
 
